
SALINAN

BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 46 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal
51 ayat  (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu
menetapkan Peraturan  Bupati tentang Standar Harga
Satuan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor
13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5533);

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 20l8 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 202l Nomor 63);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006
tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11
Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang
Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja
Pemerintahan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2019
tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi
Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 811);

12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 19/PRT/M/2017 tentang Standar
Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi pada
Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi
Konstruksi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN.

Pasal 1

(1) Peraturan Bupati ini menetapkan standar harga satuan Kabupaten
Banjarnegara.

(2) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
standarisasi:
a. biaya kegiatan;



b. honorarium;
c. biaya pemeliharaan; dan
d. harga pengadaan kendaraan dinas.

(3) Standar harga satuan biaya kegiatan, honorarium, biaya pemeliharaan dan
pengadaan kendaraan dinas, sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

(1) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
dipergunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan
dan belanja daerah.

(2) Dalam perencanaan anggaran, standar harga satuan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam

penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat
daerah kecuali untuk tenaga konstruksi pada jenjang jabatan ahli
untuk layanan jasa konsultansi konstruksi;

b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
c. bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja

daerah.
(3) Dalam pelaksanaan anggaran, standar harga  satuan  sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam

pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
b. estimasi, merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat

dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan
harga pasar.

(4) Batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) termasuk pembayaran pajak-
pajak sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 3

(1) Ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri mengacu
pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Standar Biaya
Masukan (SBM) yang berlaku pada anggaran kementerian/lembaga.

(2) Tata cara pelaksanaan perjalanan dinas  luar  negeri  mendasarkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 4

Pelaksanaan pemeliharaan dan pengadaan barang/jasa berpedoman pada
satuan yang berlaku pada pekerjaan/ pengadaan dilaksanakan dan tidak
melampaui harga tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) serta
dapat dinegosiasi secara profesional dalam rangka mewujudkan asas efisiensi
dan akuntabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Pasal 5

(1) Patokan harga satuan untuk kendaraan bermotor operasional dinas dan
suku cadang kendaraan bermotor ditetapkan berdasarkan pada harga
yang dikeluarkan oleh agen tunggal pemegang merek.



(2) Patokan harga per m² untuk pengadaan tanah menyesuaikan Nilai Jual
Obyek Pajak/ harga pasar/ hasil penilaian independen.

(3) Patokan harga satuan untuk buku perpustakaan ditetapkan berdasarkan
pada harga yang dikeluarkan oleh penerbit.

(4) Patokan harga satuan obat generik berpedoman pada harga yang
ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

(5) Jasa remunerasi konsultan konstruksi perlu dimasukan standar yang
dikeluarkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

(6) Patokan biaya penyelenggaraan kegiatan dapat berpedoman pada
ketentuan harga yang ditetapkan Pemerintah/Lembaga Non Kementerian.

Pasal 6

(1) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat
dilakukan perubahan apabila:
a. terdapat perubahan kebijakan Nasional dan/atau Daerah;
b. terjadi kenaikan harga yang melebihi harga standar tertinggi; dan
c. berdampak pada kebutuhan kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten

Banjarnegara.
(2) Perubahan standardisasi sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1)

dilaksanakan setelah mendapatkan izin Bupati.
(3) Izin Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan

mekanisme sebagai berikut:
a. usul perubahan diajukan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah

kepada Ketua Tim Standarisasi;
b. Ketua Tim melakukan kajian terhadap usulan perubahan dimaksud;
c. dalam hal usulan perubahan diterima, akan disampaikan kepada

Bupati untuk ditetapkan.
(4) Perubahan standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ayat (2) dan ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 7

(1) Khusus perencanaan pengadaan barang/jasa selain biaya pemeliharaan
dan pengadaan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat (2) huruf c dan huruf d, mempedomani referensi tambahan/suplemen
daftar harga pengadaan barang/jasa sebagaimana tercantum dalam
Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

(2) Suplemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran Peraturan Bupati Banjarnegara ini, atau melalui Website
Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.

Pasal 8

(1) Suplemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dilakukan
perubahan apabila:
a. terdapat penambahan jenis (item) suplemen yang belum tercantum

dalam Peraturan Bupati ini;
b. terjadi kenaikan harga yang melebihi harga standar dalam suplemen.

(2) Perubahan suplemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
dengan mekanisme sebagai berikut:
a. usul perubahan diajukan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah

kepada Ketua Tim Standarisasi;
b. Tim melakukan kajian terhadap usulan perubahan dimaksud;



c. dalam hal usulan perubahan diterima, Ketua Tim akan menetapkan
perubahan suplemen.

(3) Penetapan suplemen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib
dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 9

(1) Jenis Belanja Barang/Jasa dan/atau Belanja Modal yang belum diatur
dalam Peraturan Bupati ini, maka Perangkat Daerah/ Unit Kerja yang
bersangkutan dapat menggunakan satuan harga yang dibutuhkan dengan
membuat:
a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak bermeterai cukup yang

ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
Kegiatan tersebut; dan

b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dilaporkan kepada Bupati
dengan tembusan Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi
penunjang Keuangan.

(2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Selain Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Perangkat Daerah/Unit Kerja yang bersangkutan membuat
analisa yang diperhitungkan secara proporsional dan profesional
berdasarkan harga pasaran yang dibuktikan dengan price list harga dari  2
(dua) penyedia barang/ jasa atau lebih serta dapat dipertanggungjawabkan
dengan menganut prinsip-prinsip efisien, persaingan sehat, transparan
dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 7-12-2021

Plh. BUPATI BANJARNEGARA
WAKIL BUPATI,

Cap ttd,

SYAMSUDIN

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 7-12-2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,

Cap ttd,

INDARTO
BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2021 NOMOR46



Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

SYAHBUDIN USMOYO, SH
Pembina

NIP. 19740223 199803 1 006


